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RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 
 

Abstrak :  Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari 
pemanfaatan ruang, oleh sebab itu perlu diatur dengan 
memperhatikan kepentingan masyarakat, keadilan, dan 

kelestarian lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan keseimbangan pembangunan, dalam rangka 

pengoptimalan peran Pemerintah Daerah dalam mengatur, 
membina dan mengawasi Bangunan Gedung di Daerah, maka 

Pemerintah Daerah perlu memberikan persetujuan terhadap 
pemBangunan Gedung dengan disertai pemungutan Retribusi, 
untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam 

pelaksanaan pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan 
Gedung, perlu mengatur Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung dengan Peraturan Daerah; 
 

 Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat 
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung  dengan menetapkan batasan 
istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang 

Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi; 
Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 

Prinsip Yang Dianut Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur 
Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besaran Tarif 

Retribusi; Wilayah Pemungutan; Ketentuan Pembayaran; 
Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 
Pengangsuran; Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan 

Penundaan Pembayaran, Pemeriksaan; Penagihan; 
Kedaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang 

Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan Retribusi; Penyidikan; 
Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. 

 



 
Catatan :  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 

November 2022; 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku; 

 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga 
merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar 

 Penjelasan 14 Hlm 
 


